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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu  pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  umur  23  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Simp. Kertopati RT.

6  Desa  Simp.  Kertopati  Kecamatan  Sarolangun  Mandiangin

Sarolangun, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Swasta,

tempat  tinggal  di  Sungai  Rambai  RT.  07  Desa Taman Dewa

Kecamatan  Mandiangin  Kabupaten  Sarolangun,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April  2020

yang telah terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi  Nomor

100/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 05 Mei 2020 pada pokoknya mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  denganTergugat  telah  melangsungkan  pernikahan

pada hari  Rabu tanggal  08 Agustus 2012, yang dicatat oleh  Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Mandiangin
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Kabupaten  Sarolangun  Provinsi  Jambi,  sesuai  Kutipan  Akta  Nikah

Nomor : 276/9/VIII/2012 Seri AT,  tanggal 09 Agustus 2012 dan setelah

akad nikah Tergugat mengucapkan sighatta’lik talak sebagaimana dalam

Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal

dirumah orangtua Penggugat selama 7 Tahun, sebagaimna alamat Peng

gugat diatas,  sampai Penggugat dengan Tergugat memutuska untuk ber

pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hi

dup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan Sudah dikaruniai an

ak yang bernama : Ayunda Natsya Binti Abdul Rahman Umur 6 Tahun;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun

saja  selama 5 tahun setelah Itu antara Penggugat dengan Tergugat mul

ai terjadi perselisihan disebabkan  Tergugat selingkuh dengan wanita lain

di belakang Penggugat.

5. Bahwa selama terjadi pertengkaran keluarga Penggugat dan Tergugat su

dah berusaha untuk menasihati Tergugat namun Tergugat tidak mau ber

ubah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Ter

gugat terjadi pada tanggal  15 November 2019 disebabkan karena sudah

tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenaka

n tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan peria lain, nyatanya y

ang selingkuh itu Tergugat sendiri, hingga terjadi pertengkaran antara Pe

nggugat dengan Terguagat, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat te

lah berpisah 4 Bulan lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak perna

h memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan antar

a Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir mau

pun batin; 

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mera

sa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup la

gi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermak
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sud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sarol

angun; 

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

 Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap P

enggugat  (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang  menghadap ke

muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil  secara  resmi  dan patut  yang telah

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya

itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa   Majelis  Hakim  telah berusaha  mendamaikan  dengan  cara

menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi

tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat  dalam sidang tertutup

untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan  alat-alat  bukti,  berupa fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah   Nomor  :

276/9/VIII/2012  tanggal  09  Agustus  2012  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Mandiangin  Kabupaten

Sarolangun,  yang  telah  dinazegelen  dan  telah  dicocokkan  sesuai  dengan

aslinya (bukti P.); 

Hlm.3 dari 15 hlm. Put.No. 100/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa  selain  alat  bukti  tersebut  diatas,  Penggugat  telah  dapat

menghadapkan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani,

tempat  kediaman  di  Simpang  Kertopati   Kecamatan  Mandiangin

Kabupaten  Sarolangun,  di  bawah  sumpah  menerangkan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut: 

-  Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  Saksi

adalah ayah kandung Penggugat;

-  Bahwa Penggugat  dan  Tergugat  telah  menikah  sekitar  8  (delapan)

tahun lalu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah orangtua Penggugat (Saksi sendiri) sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat

dalam  keadaan  rukun,  namun  sejak   berjalan  5  (lima)  tahun

pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran  dalam

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  karena  Tergugat

selingkuh dengan wanita lain dan permasalahan ekonomi;

- Bahwa Saksi tahu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dari

cerita Penggugat;

- Bahwa saksi  tahu  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  sejak  7

(tujuh)  bulan yang  lalu, Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat,

selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  ada  lagi

hubungan lahir dan bathin kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati  Penggugat  dan

Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur  43  tahun,  agama Islam, pendidikan S1 Pekerjaan Guru

pekerjaan petani, tempat kediaman di  RT. 003 Desa Simpang Kertopati

Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun,  di  bawah  sumpah

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
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- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  Saksi

adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menikah  sekitar  8  (delapan)

tahun lalu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah orangtua Penggugat sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  awalnya  dalam

keadaan  rukun,  namun  setelah  berjalan  5  (lima)  tahun  pernikahan

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran  dalam

rumah  tangga  penggugat  dan  Tergugat  adalah  karena  Tergugat

selingkuh dengan wanita lain dan permasalahan ekonomi;

- Bahwa  saksi  tahu  Penggugat  pernah  ditalak  oleh  Tergugat  karena

Penggugat dan Tergugat pernah datang kerumah saksi untuk meminta

nasehat  dari  saksi  saat  mereka  habis  bertengkar,  dan  pada  saat

pertengkaran  Tergugat  sudah  3  kali  menjatuhkan  talak  kepada

Penggugat dan sempat rujuk lagi pada talak 1 dan 2, dan pada saat ini

Penggugat sudah tidak mau lagi untuk rujuk dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 7 (tujuh) bulan

dan  tidak  ada  lagi  komunikasi  yang  baik  diantara  keduanya,  dan

Tergugat pernah datang lagi menghadap Saksi untuk meminta Saksi

menyampaikan keinginan Tergugat rujuk, namun Penggugat tidak mau

lagi;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi

hubungan lahir dan bathin;

- Bahwa  Saksi  dan pihak  keluarga  sudah  berusaha  menasehati

Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan

baik, namun tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan

yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;
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Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya

telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya

dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  pada

pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  posita  gugatan  Penggugat,  Majelis

Hakim  dapat  menyimpulkan  bahwa  perkara  tersebut  mengenai  sengketa

perkawinan  yang  menjadi  wewenang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang

tercantum  dalam  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang

Perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan

Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat

yang  berada  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Sarolangun,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009,  maka  Pengadilan  Agama  Sarolangun  berwenang

menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan

memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai

dengan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga dengan demikian ketentuan

yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  Tentang  Peradilan  Agama yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009  jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan

Undang-undang  nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan jo  Pasal  115

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam

Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  01  Tahun  2016

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;
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Menimbang,  bahwa oleh  karena Tergugat  tidak  hadir  di  muka sidang

tanpa  alasan  yang  sah,  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap

sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka

Tergugat  harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga

berdasarkan  Pasal  149  ayat  (1)  Rbg  gugatan   Penggugat  tersebut  harus

diperiksa  secara  verstek,  oleh  karena  itu  putusan  atas  perkara  ini  dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa Penggugat  dalam gugatannya mendalilkan bahwa

Penggugat  telah  melangsungkan  perkawinan  dihadapan  Pegawai  Pencatat

Nikah Kantor  Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 276/9/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012,

oleh karena itu Penggugat memiliki  kepentingan hukum (legal standing)  untuk

mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  gugatannya  telah  mendalilkan

yang pada pokoknya bahwa: Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya

dalam keadaan rukun selama 5 tahun, setelah itu  mulai  Terjadi  perselisihan

yang  disebabkan  Tergugat  selingkuh  dengan  wanita  lain  di  belakang

Penggugat. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat  terjadi pada tanggal  15 November 2019 disebabkan karena sudah

tidak  ada  lagi  kecocokan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  dikarenakan

tergugat  menuduh  Penggugat  selingkuh  dengan  pria  lain,  nyatanya  yang

selingkuh itu Tergugat sendiri,  hingga terjadi pertengkaran antara Penggugat

dengan Tergugat, sehingga saat ini  Penggugat dan Tergugat  telah berpisah 4

Bulan lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah

lahir maupun batin terhadap Penggugat dan antara  Penggugat dan Tergugat

sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; 
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Menimbang,  bahwa  perkara  ini  menyangkut  perselisihan  dan

pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  oleh  karena  itu  Penggugat

diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-

orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan

tentang  perselisihan  dan  pertengkaran  kedua  belah  pihak  untuk  memenuhi

maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan

Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatanya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P)

dan telah menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotokopi

sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat

sebagai  alat  bukti,  telah diberi  meterai  cukup dan telah di-nazageling,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-

Undang  Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perubahan  tarif  Bea

Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea

Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil

dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti

tersebut  memuat  keterangan  yang  menguatkan  dan  relevan  dengan  dalil

gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  alat  bukti  kode  P  merupakan  akta  otentik  yang

berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan

Tergugat  telah  dan  masih  terikat  dalam  perkawinan  sah,  dan  telah  sesuai

dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang

Nomor  1  Tahun 1974 yang telah  diubah dengan Undang-undang nomor  16

Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa Penggugat  telah  mengajukan  bukti  2  (dua)  orang

saksi di muka sidang, yang identitasnya sebagaimana telah disebutkan pada

bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan

di  persidangan  secara  terpisah  dan  telah  mengucapkan  sumpah  menurut

agama  yang  dianutnya,  sedangkan  adanya  hubungan  dekat  atau  adanya

hubungan keluarga antara Penggugat  dan saksi-saksi  merupakan ketentuan

khusus dalam perkara  perceraian  atau sengketa  mengenai  kedudukan para

pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22

Peraturan  Pemerintah  Nomor  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan

Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Tentang Perkawinan, dari

kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah

memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang,  keterangan  saksi-saksi  Penggugat saling  bersesuaian

mengenai  alasan-alasan  perceraian  adalah  fakta  yang  dilihat  sendiri  dan

didengar  sendiri  yang  pada  pokoknya  menguatkan  dalil-dalil  gugatan

Penggugat,  Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7

bulan  dan  keduanya  sudah  tidak  ada  komunikasi  yang  baik  serta   telah

dinasehati  dan  didamaikan  oleh  keluarga  namun  tidak  berhasil.  Dengan

demikian,  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil  sebagai  saksi

sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata jo. Pasal  307,  308,

dan 309 HIR jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga saksi-saksi dan

keterangannya  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  dan  dapat  diterima

sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat,  bukti-bukti

Penggugat, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada

sejak  8  tahun  lalu  dan  telah  dikaruniai  seorang  anak  bernama  Ayunda

Natsya Binti Abdul Rahman Umur 6 Tahun;

- Setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah  orang  tua

Penggugat;
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- Rumah tangga Penggugat  dan Tergugat sekarang tidak harmonis karena

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena

Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan masalah ekonomi;

- Akibat  peristiwa  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat

tersebut sekarang telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;

- Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi

tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  keterangan  para  saksi  tentang  perselisihan  dan

pertengkaran antara Penggugat  dan Tergugat,  Majelis  Hakim menilai  bahwa

keterangannya  tersebut  tidak  didasarkan  atas  pengetahuan  sendiri  karena

saksi-saksi  sendiri  hanya  mengetahui  dari  cerita  Penggugat  kepada  saksi

(testimonium de auditu), namun berkaitan dengan akibat hukum (rechts gevolg)

dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, namun saksi mengetahui dengan

pasti bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan

selama  pisah  tersebut  tidak  ada  hubungan  baik  antara  Penggugat  dan

Tergugat;

Menimbang,  meskipun  dalam  persidangan  tidak  ditemukan  fakta

mengenai  perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  tidak  dapat  terungkap  dari  keterangan  saksi-saksi,  namun  Majelis

Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara

ini,  yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (rechts gevolg)  dari

perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu telah berpisahnya

tempat tinggal  Penggugat  dan Tergugat  selama 7 (tujuh)  bulan yang berarti

antara  keduanya  sudah  tidak  saling  memperdulikan,  tidak  saling  memenuhi

kewajiban masing-masing sebagai suami istri, menunjukkan bahwa tidak ada

keharmonisan  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  sehingga

berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  379.K/AG/1995

tanggal  26  Maret  1997,  yang  menyatakan  bahwa  “Suami  isteri  yang  tidak

berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali,

maka rumah tangga tersebut telah terbukti  retak dan pecah”,  Majelis Hakim

menilai  bahwa  tidak  urgen  lagi  mempertimbangkan  penyebab
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ketidakharmonisan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  karena  telah

ternyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan

(tujuh) bulan 

Menimbang, bahwa demikian pula selama persidangan, Penggugat telah

menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun majelis

Hakim telah sungguh-sungguh menasihati Penggugat pada setiap persidangan

untuk  rukun  kembali  dengan  Tergugat,  namun  Penggugat  tetap  pada

pendiriannya  untuk  bercerai  dengan  Tergugat,  fakta   tersebut   juga  telah

mengindikasikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat

ini  tidak  lagi  mencerminkan  keadaan  yang  rukun  dan  harmonis,  dengan

keadaan tersebut  sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang

sakinah  mawaddah  warohmah  sebagaimana  yang  diharapkan  oleh  Pasal  1

Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila

dihubungkan  dengan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

tanggal  17  Maret  1999  nomor  237/K/  AG/1998  yang  mengandung  abstrak

hukum,  bahwa  berselisih,  cekcok,  hidup  berpisah,  tidak  dalam satu  tempat

kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan

bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup

untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  secara  sosiologis  suatu  perkawinan  yang  di

dalamnya  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  akan  sulit  untuk

mewujudkan  rumah tangga  bahagia  yang  penuh  rahmah dan  kasih  sayang

seperti  yang  diharapkan  oleh  setiap  pasangan suami  istri,  justru  sebaliknya

akan  menimbulkan  kemudharatan  dan  perselisihan  yang  berkepanjangan

antara  kedua  belah  pihak,  yang  mana  kemudharatan  tersebut  sebaiknya

sedapat mungkin dihindari,  sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih

dalam  kitab  al-Asybah  wa  an-Nadzair,  yang  diambil  alih  sebagai  pendapat

Majelis Hakim, sebagai berikut:

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درء
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Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)

daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa secara filosofis perceraian merupakan perkara  yang

dibenci oleh Allah swt, namun guna melindungi para pihak dari kemudharatan

apabila  perkawinan  tetap  dipertahankan,  perceraian  tetap  disyariatkan  oleh

Islam, sepanjang perceraian tersebut dilakukan secara baik-baik (at-tasrih bi al-

ihsan), hal mana sesuai  pendapat  ‘Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab

Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari’ah al-Islaamiyyah, Juz I,

halaman 83, yang telah diambil alih oleh Majelis, yang menyatakan: 

Artinya  :  “Islam  memilih  jalan  perceraian  apabila  kehidupan  rumah  tangga

mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah

tidak  berguna  lagi  nasihat-nasihat  dan  tidak  dapat  dicapai  lagi

perdamaian  antara  suami  isteri  serta  perkawinan  sudah

mencerminkan  tidak  mungkin  akan  dapat  mencapai  tujuannya.

Sebab  mengharuskan  untuk  tetap  melestarikan  dan

mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan

menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan

ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan

Penggugat  telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  39  Ayat  (2)  Undang-undang

Nomor  1  Tahun 1974 yang telah  diubah dengan Undang-undang nomor  16

Tahun  2019  tentang  Perkawinan tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor

16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
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Islam dan dengan  memperhatikan i'tibar  dalam kitab At Thalaq Fis Syari'atil

Islamiyah Wal Qonun karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah

dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi: 

Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah

adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi

pertengkaran  (berlatar  belakang)  akhlak  dan  timbulnya  rasa  benci

(antara suami isteri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan

untuk menegakkan hukum-hukum Allah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut

di  atas  maka  gugatan  Penggugat  beralasan  dan  berdasarkan  hukum,  oleh

karenanya dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  tanpa  mempersoalkan  siapa  yang  benar  dan  siapa  yang  salah,  maka

alasan-alasan  perceraian  dalam  perkara  ini  dianggap  telah  memenuhi

ketentuan Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  atau  setidak-tidaknya  gugatan

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Sarolangun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

masa  iddah  tidak  boleh  rujuk  dengan  bekas  suaminya  (Tergugat),  tetapi

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang  perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
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Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa  terhadap  petitum  subsidair  Penggugat  tentang

apabila  Majelis  berpendapat  lain,  agar  Majelis  menjatuhkan  putusan  yang

seadil-adilnya, maka oleh karena tuntutan primer Penggugat sudah dikabulkan,

maka peititum subsidair dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil  secara resmi  dan patut  untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)   terhadap

Penggugat (PENGGUGAT );

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp416.000,00(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan  dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Sarolangun pada hari  tanggal 08 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan

tanggal  16 Syawal  1441 Hijriah oleh  M. Mustalqiran T, S.H.I.,  M.H. sebagai

Ketua  Majelis,  Windi  Mariastuti,  S.Sy  dan  Nanda  Devi  Krisna  Putri,  S.H,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

sebagai Panitera Pengganti,  dengan dihadiri  oleh  Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis,

M. Mustalqiran T, SHI., MH.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Windi Mariastuti, S.Sy Nanda Devi Krisna Putri, S.H
Panitera Pengganti

Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00

2. Biaya Proses Rp50.000,00

3. Biaya Panggilan Rp300.000,00

4. PNBP  Panggilan Rp20.000,00

5. Redaksi Rp10.000,00

6. Materai Rp6.000,00

Jumlah       = Rp416.000,00

    (empat ratus enam belas ribu rupiah )

Putusan ini sesuai dengan aslinya dan

untuk pertama kali diberikan kepada 
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